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Tesisini membahas dan menganalisis aspek transparanst Mahkamah Konsitusi dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, dimulai dari tahapan pendaftaran hingga pengucapan putusan dengan mendasari pada
Perkara Nomor 29/PUU-V/2007, yang dilaksanakan dengan pel aksanaan agenda sidang tertutup. Tesisini
menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi telah menerangkan bahwa pel aksanaan agenda persidangan harus
dilaksanakan secara terbuka untuk umum, namun pada perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar
diskres untuk mengadakan sidang tertutup dari umum dengan landasan PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang
saat itu tidak mengatur mengenai pelaksanaan sidang tertutup untuk umum. Padahal berkaca pada ketentutan
praktik hukum lainnya, melalui Pasal 48 Ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, seharusnya penutupan sidang
dapat dilakukan bila menyangkut kerahasiaan negara, kesusilaan, maupun anak, namun atas sebab
ketidakjelasan norma persoal an transparansi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilaksanakan tanpa
pengecualian pada perkara tersebut tidak dilaksanakan dengan instrumen diskresi yang dimiliki oleh
Mahkamah Konstitusi. Padahal aspek transparansi tidak hanya diwajibkan pada lembaga eksekutif maupun
legidlatif saja. Aspek transparansi merupakan bagian integral modernisasi badan peradilan negara, untuk
terus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terlebih lagi ketentuan transparansi telah jelas
harus dilaksanakan dari tahapan pendaftaran hingga pengucapakan putusan, sebagaimana yang tertuang
dalam PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dicabut dan diubah dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun
2021. Dengan demikian diskresi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 29/PUU-
/2007 untuk melaksanakan agenda sidang tertutup merupakan intepretasi hakim yang berlawanan dengan
Pasal 12 Ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005.

...... This thesis discusses and analyzes aspects of the transparency of the Constitutional Court in carrying out
its duties and functions, starting from the registration stage to the pronouncement of the decision based on
Case Number 29/PUU-V/2007, which was carried out with a closed trial agenda. This thesis uses doctrinal
research methods. Article 41 Paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court
has explained that the implementation of the trial agenda must be carried out openly to the public, however
in this case the Panel of Judges used discretionary grounds to hold atrial closed to the public on the basis of
PMK Number 6 of the Y ear 2005 which at that time did not regulate the holding of closed sessions to the
public. Even though reflecting on other legal practice provisions, through Article 48 Paragraph (2) PMK
Number 2 of 2021, the closing of the trial should be carried out if it concerns state secrecy, morality or
children, but due to the unclear norms regarding the transparency of the Constitutional Court which should
be implemented without exception in this case it was not carried out with the discretionary instruments
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possessed by the Constitutional Court. However, the transparency aspect is not only required by executive
and legislative institutions. The transparency aspect is an integral part of the modernization of state judicial
bodies, to continue to provide lega certainty to the public. Moreover, it is clear that transparency provisions
must be implemented from the registration stage to the pronouncement of the decision, as stated in PMK
Number 6 of 2005 which has been revoked and amended in the provisions of PMK Number 2 of 2021. Thus,
the discretion of the Panel of Judges of the Constitutional Court in Case Number 29/PUU -V/2007 to carry
out the closed trial agendais the judge's interpretation which is contrary to Article 12 Paragraph (2) PMK
Number 6 of 2005.



